
No. lnfonnas-i Oasar Hukum Pengecualian lnfonnati 
KonsekuensilPertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu 

Oibuka Ditutup 
t 2 3 4 s 6 

1 Dokume1\ pengadaan barang1asa pemerintah, telkat a UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP, pasal 17 huruf b, Mengakiba!l<an limbul pennasalahan Melindungj para pjhak yang terlibat kontrak Sampa, seese pelaksanaan 
a.Ookumen pereocanaan pengadaan dan persiapan i, dan j yang bersumbef dari pjhal<-pjhak yang pel<erjaan 
pengadaan barang dan jasa yang melipub Detail b W no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang tidak 1e<kait 
Engineering Design (DED), Engineenng Estimate c. Perpres No. 16 tahun 2016 tentang pengadaan 
(EE), Detail spesifikasi teknis, Rmaan harga. baranMasa pemerintahan 
perbaan sendiri (HPS), Soft Built Drawing, Analisa cl Kepmen PUPR No, 451/KPTS,,,1/2017 tentang daltar 
harga sa1uan pekerjaan, Rencana kerja. inlo<masi yang dikecualikan di Kemenlrian PUPR 
b.Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan e. Perpres No t 2 tahun 2021 tentang pengadaan 
pemlihan, meliputi, dokumen tenderlseteksi dan barang~asa pemeri ntah 
dokumen kualifikasi, Ookumen penawa-an, dan aset f. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang 
penyedia, data peserta I penyedia batanMasa, pelal<sanan UU No. 14 tahun 2008 lentang KIP 
lnformasi persona pokia pemlihan, dokumen hasil g. Peraturan kepala ANRI No. 2 tahun 2014 lentang tata 
evaluasi penawaran. dan hasil klanfikasi tapangan naskah dinas 
oleh pol<Ja h. Pe<aturan menteri datam negen No. 54 tahun 2009 
c.Dokumen petaksanaan kontral< dan serah terima tentang tata naskah dinas di inglwngan Pemerintah 
hasil pekerjaan. yang metiputi: dokumen kontral\, Daerah 
rencana akhir, basic design i Pertem lKPP No, 11 tahun 2021 tentang Pedoman 
d. T ahapan monitoring dan evaluasi, yang meliputi Perencanaan Pengadaan ba-ang dan jasa pemerintah 
admit11Strasi, eek lapangan, catatan, temuan, L Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 tentang peooman 
keimputan. dan rel<.omendasi pelai<sanaan pengadaan batanMasa melalui penyedia 

2 Exerciseipemitungan APBD Pernerintah Kota PasaJ 17 huruf I UU No 14 Tahun 2006 tentang KIP; Penyalahgunaan data oleh pihak Menghindari terjadinya kesalahpahaman Sampai <filetapkan dalam perda 
Samadnda (sebelum disampaikan dan dibahas Pasal 44 ayat (1) dan (2) Menghindari terjadinya yang informasi di mata publik 
npRn - • ·••pm '""N Nn. 4i T·' - '~" . '"··· 

3 Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk Pasal t7huruf\ UUNo. 14 Tahun 2006tentang KIP Dapar Menimbulkan penilaian yang Metindungi dan mengurangi Tidal< terbatas 
buku bendaharawan dan IM<u pembantu la,nnya Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU salah serta me nghambat kesuksesan penyalallgunaan dokumen Negara 

No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan UU No. 15 Tahun kebijal<an karena adanya pengungkapan 
2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 17 secara prematur dan belum belsifat final 
T ahun 2003 tenta= Keuanaan Neoara 

4 Laporan Keuangan Tahun Berjalan Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang Dapat merugikan ptoses penyusunan Adanya pengungkapan secara prematur Sampai tertitnya taporan keuafllan 
Ketert>ukaan lnfonnasi Publik ket,;jakan karena adanya pengungkapan yang te!ah diaudit 

secara prematur 

PPID PELAKSANA; OINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA 
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5 Data menyangkut utang piutang ASN Pasal 17 huruf h angka3UU No.14 Tahun 2008 Dapat mengungkap 1ahasia pribadi Melindungi rahasia kondlSi keuangan, •tdak terbatas 

T entang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 kondisi keuangan, dan pendapatan aset pendapata,,, dan rekenlng bani( 
tahon 1999 te<l<ail Pe~lndungan Konsumen seseo<ang seseorang dan perusahaan Membetikan 

jamnan akan kepastian huktrn akan 
1 ... o.rtindun,,"n • """1"'0"" ..... " 

6 Surat menytMat ya09 slfatnya Pasal 17 h urul , U U Nomo( 14 tahun 2008 Menghambat jatannya kebljakan Melindungi proses pengambdan keb,jakan Tidak te<batas 
r,.i.. .... la 

7 MOUISPK yang Masih Oalam Proses UU NolllOf 14 T ahun 2008 tentang Ketefbukaan lnlomlasi yang bisa disatahgunakan Men,aga Objekti\litas peniaian Jika sudah le!bil MOUISPK 
lnf0<masi Publik 

8 Ookumen Perjanjian Kerjasama Pasal 17 hurul b, I UU !'lo. 14 Tahun 2008 tentang lnformasi bisa disalahgunakan Oapat meruglkan kepentmgan hubungan Pe1manen jika bersifat rahasia 
Keterbukaan lnlormasl Publlk dengan plhak keliga 

9 Oaftat Peniai Prestasi KerjalSKP Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Mengungkapkan data pribadi yang Mellndungi daca pribadi yang Tidak Tldak terbatas 
Kepu1usan Menten Pekerjaan Umum be<sifat raMsla, Melanggar HAM te<batas bersfat rahasia 
No.391/KPTSJM/2011 

10 Ookumen dan Bl)nta AciYa Pemblnaan Apa,atur UU.14 Th.2008tentang KIPPs 17/h Oapat mengungkapkan rahasia Melindungl hak dasiY pegawailseseoiang Selamanya atau sesuai kepentingan 
pribaci,jabatan berdasilikan konslitusi tellentu yang d1benar1<an 

peraturan perundangan 
11 ldentitas PNS yang melangga, dlsiplin dan proses Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Oapat mengungkap 1ahasia pribadi Menndungi data rahasia pribadi kondisi Tidal< terbatas kecuali ya,,g 

dijatuht hukuman Proses hukuman cf1S1Phn Pegat¥a Kepurusan Menteri Pel<erjaan Umum kondisi keuangan, dan pendapatan keuangan dan pendapatan seseorang bersangkutan langsung atau yang 
Negen 54)il. keberatan alas hukuman disiplin ASN No.391/KPTS/M/2011 sesoorang. mendapalf<an kuasa danpadanya 

12 Laporan Hasii lHP Pasal 17 huruf a UU !'lolllOf 14 Tahun 2008 tentang Oapat meng9ang9u proses penyeli<likan t.!<lngganggu penegal\an hultum Sampa. dinyatakan sebagal dokumen 
KIP, Peraturan BPK Nomor dan penyidikan tert>uka 
1 T•••·• 000> 

13 Dokumen usulan promos!, mutas,, dan 1otas1 pegawal Pasat 17 huruf h UU No. 14 T ahun 2008 ten tang Oapat me09ungkapkan rahas,a Melindung, dan mengu,angi Permanen 
Kelerbukaan lnloonasl Pubhk pribadi1abalan penyalahgunaan dokumen kepegawaian 

14 Data pengaduan masyarakaa dan laporan hasil Pasal 17 hurur h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Menurunkan kredibllilas dari Pemerintah Dapat mengungkap rahasia pribadi~batan Sampai dengan hasll penyelesa.an 
pemeriksaan pengaduan dalam pelayanan dari lapolan pengaduan 
masya,akat terhadap kmerja dan perilaku mdividu . 

15 SK Pensiun Pasal 17 huruf i UU !'lo. 14 Tahon 2008 tentang KIP Oapat mengungkapkan 1ahasta Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS Selamanya atau sesuai kepentingan 
pnbadi.'jabatan yang be<sangkutan dan lnstansi pengusul te<tentu yang dlbenarkan peraturan 

lr.AnJndanaan 
16 lnfomasi T entang Pertanahan yang Menyangkut Data UU .No. 14 T ahun 2008 tentang ketert>ukaan info<masl Ada kemungklnan akan disalahgunakan l.lellndungl rahasia pnbadl dan pemilik Permanen 

Kepef!'ilikan Aset Seseorang publlk pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap oleh pihak lain dan l>isa berakibat usaha menengah 
rahas,a pl\badi kon~ ase, UU No.27 Tahun 2022 sengketa 
tentang perlindungan data Pnbadi. pe<men agraria 
No.03 T ahun t 997 t,intang ketenl\lan pelaksanaan 00 
24 tahun 1997 bag kesepuluh ten1ang penyallnan 
,nf<lrmasl data fisi< dM yuod,s 
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17 MOUISPK yang Masih Dalam Proses UU Nomor 14 T ahun 2006 tenlang Kete<bukaan lnfonnasi yang bisa disalahgunakan Menjaga ObjektivilaS penilaian Jika sudah terbrt MOUISPK 

lnformasi Publik 
18 Laporan Hasif LHP Pasal 17 hlfUf a UU Nomor 14 Tahun 2008 ienlang Dapal mengganggu proses penyelidikan Mengganggu penegakan hokum Sampal tfinyatakan sebagai dokumen 

KIP, Pe<aturan SPK Nomor dan penyidikan terbuka - -·-- 
19 Alsip Vital yang Menuruc Sifatnya Rahasia. Alsip (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Dapat metugil<an proses penyusunan Memorandum atau surat-surat anJar Sadan Selamanya atau sesua kepentiogan 

Statis yang Menurut Sifatnya Rahasia. Arsip Oinamis hu,uf i; (2) UU Keaisipan kegiatan yang disepakatJ dan adanya Publik alau ln~a Sadan Publik yang tertentu yang dibenarkan peraturan 
yang Menurut Sifatnya Rahasia pengungkapan secara prematur menurut sifatnya dirahasiakan kecuali at.as perundangan 

keputusan Kl atau pengadilan 
20 LapOJan Pajak Pnbadi (LP2P) Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tenlang KIP Mengungkap rahasia (data kekayaan l.lelinduniji dan mengurangi S.rnpai ada persetujuan tertulis d.r\ 

pribadi} penyalahgunaan dokumen negara wajib pajak yang be<sangkulan 

21 Biodata Elek~onik dan Non Ele~omk PNS Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahon 2008 tenlang KIP Mengungkap data pribadi yang bernifat Melindungi data pribadl yang bersifat Tidak terbatas 
Database I rahasia rahasia 

22 Data pengaduan masyarakat dan laporan hasi Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2006 tenlang KIP Menurunkan kredibilitas dari Peme<intah Oapat mengungl<ap rahasia pribadi,jabatan Sampai de09a,, hasil penyelesaian 
pemenksaan pengaduan dalam pelayanan dari lapOfoo pengaduan 
masy~akat terttad31> l<inerja dan perilaku individu . •-•4 

23 Dokumen pengaiuan ijin per1<awinan I perceraian UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasai 17 hu<uf h Oapat mengungkap rahasia pribadi Melindungi hak dasar pegawai Selamanya atau sesua kepentingan 
ayat 3, UU No 27 T ahun 2022 tentang Pet'indungan berdasarkan konstitusi ter1entu yang dibenarl<an peraturan 
data pnbadi, atau kelentuan lainnya yang menyangkut perundangan 
sifat oene!itiannva 

24 Ookumen kasus sengketa hukum pidana. pe<dala. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a mengganggu proses peny,dil<an dan Oapat mengungkap rahasia pribadi, bad an Sampai dengan diserahkan kepada 
Tata Usaha Negara dan Agama penyelidikan publik, d31>al menghambat proses penunM (Kejaksaan) 

i. ... n"""k::in h . .t. .. m 
25 Hasil pemeriksaan keamanan pangan produk lnformasi bisa disalahgunakan Adanya pengungkapan sec~a prematur Sclllpai seiesai investigasi keamanan 

pertanian pangatt 

ptember 2023 
' .~Pangan dan Pertanian 

' :SP M.S, 


